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ABSTRAK 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya adalah self assessment system, di 

mana sistem ini menuntut wajib pajak untuk aktif melakukan perhitungan, penyetoran, 

dan pelaporan secara mandiri. Keterbatasan pengetahuan wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakan menyebabkan dalam pelaksanaannya rawan terjadi kesalahan. 

Menanggapi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). KPP berhak menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak apabila 

ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan. SP2DK diterbitkan 

dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkaji ulang atau 

klarifikasi. Tugas akhir ini ditulis untuk mengetahui penyebab penerbitan SP2DK 

kepada CV ABC, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV ABC untuk 

menanggapi SP2DK. Metode kajian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah wawancara dan pengumpulan 

dokumen yang relevan dengan permasalahan terkait. Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh CV ABC adalah tidak menyetorkan 

PPN KMS, tidak melaporkan faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan, 

dan pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 yang tidak lengkap. Tindakan yang dapat 

dilakukan oleh CV ABC atas kesalahan tersebut adalah melakukan pembayaran dan 

pelaporan PPN KMS, memastikan data karyawan selalu update. 

Kata Kunci: SP2DK, PPN KMS, SPT Masa PPh Pasal 21
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ABSTRACT 

One of the tax collection systems in Indonesia is the self-assessment system, where this 

system requires taxpayers to actively carry out calculations, deposits and reports 

independently. Taxpayers' limited knowledge of tax obligations means that their 

implementation is prone to errors. In response to this problem, supervision needs to be 

carried out by the Tax Service Office (KPP). KPP has the right to issue SP2DK to 

taxpayers if discrepancies are found in the implementation of tax obligations. SP2DK 

is issued in order to provide taxpayers with the opportunity to review or clarify. This 

final assignment was written to find out the causes of the issuance of the SP2DK to CV 

ABC, and the resolution efforts made by CV ABC to respond to the SP2DK. The study 

method used in writing this final assignment is a qualitative method with a case study 

approach. The data collection techniques used in writing this final assignment are 

interviews and collecting documents relevant to the problem. Based on the results of 

the analysis, it was found that the mistakes made by CV ABC were not depositing KMS 

VAT, not reporting input tax invoices for purchases made, and incomplete reporting of 

Periodic PPH SPT Article 21. The action that CV ABC can take for this error is to make 

payments and report KMS VAT, ensuring employee data is always updated. 

Keywords: SP2DK, VAT KMS, Periodic Income Tax Return Article 21
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan negara sektor pajak sampai saat ini masih menjadi penopang dalam 

pembiayaan untuk pemerintah melaksanakan pembangunan (Delphino, et al., 

2022:32). Pemerintah gencar untuk terus memperluas cakupan pajak mengingat 

pentingnya pajak sebagai instrumen untuk menarik modal dari masyarakat. 

Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Okoye 

dan Ezejiofor, 2014). Pembayaran pajak jika dilihat dari sudut pandang ekonomi 

menyebabkan berubahnya dua situasi, yang pertama pembayaran pajak menyebabkan 

kemampuan individu dalam hal penguasaan sumber daya yang digunakan dalam 

keperluan menguasai barang dan jasa menjadi menurun, dan sebaliknya kemampuan 

negara pada bidang keuangan untuk menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan 

publik menjadi bertambah. 

Penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari kontribusi wajib pajak untuk 

melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan 

dari kepatuhan wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan 

negara seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. 

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak dapat diartikan sebagai 

salah satu bentuk sumbangsih masyarakat untuk mendukung pembangunan negara. 

Kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan akan sejalan dengan penerimaan negara 

yang optimal. 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah self 

assessment system. Pelaksanaan self assessment system yang menuntut wajib pajak 

untuk secara mandiri melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sangat 

mungkin terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh fiskus. 

Pengawasan dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, memastikan 
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keakuratan pelaporan, serta menegakkan kewajiban perpajakan secara adil dan efisien 

(Kusmanasari, et al., 2014). Pengawasan yang dilakukan mencakup pengumpulan, 

pengolahan, dan analisis data perpajakan.  

Account Representative (AR) sebagai salah satu jabatan dalam KPP bertanggung 

jawab untuk melakukan analisis dan pemantauan untuk memastikan bahwa wajib pajak 

telah mematuhi peraturan perundang-undangan dengan benar. Peraturan perpajakan 

yang sangat dinamis terkadang menyulitkan wajib pajak untuk mengikuti regulasi yang 

berlaku. Di sini wajib pajak mendapatkan kemudahan melalui sarana oleh AR untuk 

memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai sebagaimana mestinya. 

Data dan/atau informasi yang telah dilaporkan oleh wajib pajak perlu untuk dipastikan 

kebenarannya. Pihak KPP berhak untuk meminta penjelasan atas data yang dilaporkan 

wajib pajak jika ditemukan kejanggalan atau adanya ketidaksesuaian antara data yang 

dilaporkan dengan data yang sebenarnya. 

Permintaan penjelasan dilakukan dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang ditujukan kepada wajib pajak sesuai 

dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. SP2DK bertujuan 

untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait data atau keterangan yang dianggap perlu 

untuk keperluan penyidikan atau pemeriksaan. SP2DK memberikan kesempatan 

kepada wajib pajak untuk menjelaskan atas dugaan kewajiban perpajakan yang belum 

terpenuhi atau terlewat. Penjelasan oleh wajib pajak dapat berupa menerima indikasi 

pihak KPP dengan mengakui atau menyanggah dengan menyertakan dokumen 

pendukung sebagai bukti. SP2DK dapat mencakup permintaan penjelasan terkait 

informasi keuangan, transaksi, atau aspek-aspek lain yang relevan dengan kewajiban 

perpajakan. Wajib pajak dapat memberikan tanggapan atas SP2DK dalam jangka 

waktu 14 hari, baik secara langsung maupun secara elektronik melalui akun DJP 

Online. 

SP2DK merupakan instrumen komunikasi antara pihak KPP dengan wajib pajak 

yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan sejalan 

dengan meningkatnya penerimaan negara. SP2DK mencerminkan upaya Direktorat 
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Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengelolaan perpajakan 

dengan memastikan wajib pajak telah menyampaikan data yang sesuai dengan regulasi 

perundang-undangan. Hasil transparansi data dan/atau keterangan wajib pajak sebagai 

respon dari SP2DK dapat membantu pihak KPP untuk mencapai target yang 

ditetapkan. Oleh karenanya, himbauan melalui SP2DK harus dilakukan dengan 

memperhatikan asas efektivitas sehingga fungsi dan tujuan utama penerbitan SP2DK 

tidak mengalami penurunan. 

CV ABC merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar alat 

tulis dan gambar dengan KLU 46421.CV ABC menerima SP2DK pada tahun 2023 atas 

data dan/atau keterangan tahun 2019. Pihak KPP mengindikasikan bahwa pada tahun 

2019 CV ABC tidak melakukan penyetoran PPN KMS atas kegiatan renovasi yang 

merupakan objek PPN 16C. Pada tahun 2019 CV ABC melaporkan pembelian pada 

SPT Tahunan Badan, tetapi atas pembelian tersebut tidak terdapat data pajak masukan, 

serta CV ABC hanya melaporkan penghasilan bruto atas karyawan tetap sebanyak dua 

orang sehingga untuk karyawan lainnya terlewat untuk dilaporkan biaya gajinya pada 

laporan keuangan dan SPT Masa PPh Pasal 21. Berdasarkan hal tersebut, tugas akhir 

ini ditulis dengan “Penyelesaian atas Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan (SP2DK) pada CV ABC (Studi Kasus Klien TM Consultant)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi penyebab terbitnya SP2DK untuk CV ABC? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV ABC atas terbitnya 

SP2DK? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab diterbitkannya SP2DK untuk CV ABC 
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2. Mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV ABC atas terbitnya 

SP2DK 

1.4 Manfaat 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya: 

1. Bagi perusahaan dapat menjadi bahan untuk evaluasi agar kedepannya menjadi 

lebih teliti lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

2. Bagi pihak KPP dapat menjadi bahan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib 

pajak untuk kemudian hari membuat kebijakan guna menggali potensi penerimaan 

pajak 

3. Bagi pembaca dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan mengenai 

permasalahan dan penyelesaian kasus di bidang perpajakan 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai atas Kegiatan Membangun sendiri 

4. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam 

Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan 

kepada Wajib Pajak 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 

Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan 

Orang Pribadi 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat 

Pemberitahuan 

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara 

Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas upah atau gaji, 

tunjangan, honorarium, dan pembayaran yang lain dalam bentuk apapun yang diterima 
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oleh wajib pajak orang pribadi sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan lain. 

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 3 adalah 

orang pribadi yang merupakan: 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 
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k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau; 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya; 

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 

pegawai tetap pada perusahaan yang sama 

5. Mantan pegawai; dan/atau 

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, 

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan dan pelatihan; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menurut 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat 1 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara 

bulanan; 
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5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang 

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang 

tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain 

yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang 

masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan 

2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menurut Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari: 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang 

kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua 
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4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan 

yang membayar: 

a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 

subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan 

pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk 

dan atas nama persekutuannya; 

b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 

subjek pajak luar negeri 

c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan 

pelatihan, serta pegawai magang; 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat 

nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya 

yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau 

penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan 

dengan suatu kegiatan. 

2.3 Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri 

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) 

merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada kegiatan membangun 

bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak 

dalam kegiatan usaha atau atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 

61/PMK.03/2022). Penerapan aturan ini dilaksanakan dengan harapan seluruh pemilik 

properti yang melakukan kegiatan pembangunan atau renovasi secara mendiri turut 

serta dalam kontribusi penerimaan negara sektor pajak sesuai dengan nilai 

pembangunan yang sedang dikerjakan.  



10 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR PENYELESAIAN ATAS PENERBITAN... NABILA TAZKIA 

2.3.1 Objek PPN KMS 

Bangunan yang menjadi objek PPN KMS setidak-tidaknya memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

1. Berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan 

2. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan 

sejenis, dan/atau baja 

3. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha 

4. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi) 

(Pasal 2 Ayat 4 PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

atas Kegiatan Membangun Sendiri). 

2.3.2 Saat Terutang dan Tempat Terutang 

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri 

terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai 

sedangkan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun 

sendiri yaitu di tempat bangunan tersebut didirikan (Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 PMK 

Nomor 61/PMK.03/2022). 

2.3.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

Besaran yang harus dibayarkan atas kegiatan membangun sendiri merupakan 

hasil perkalian 20% dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar 

pengenaan pajak, sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan 

untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan 

selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah (Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 PMK 

Nomor 163/PMK.03/2012). 

2.4 Faktur Pajak 

Faktur pajak merupakan dokumen yang menjadi bukti bahwa Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa 
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Kena Pajak (JKP) telah melakukan pemungutan PPN kepada pembeli (Pasal 1 Ayat 23 

UU Nomor 42 Tahun 2009). Faktur pajak digunakan sebagai bukti pemungutan pajak 

dan sarana mengkreditkan pajak masukan. Setiap PKP melakukan penyerahan BKP 

dan/atau JKP, PKP harus membuat satu faktur pajak yang diisi secara detail, jelas, dan 

akurat, serta ditandatangani (Tyasminingsih, 2016:23). Pembuatan faktur pajak harus 

memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai waktu pembuatan dan keterangan 

minimal yang harus tercantum dalam faktur (Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009). 

1. Faktur Pajak Masukan merupakan faktur pajak yang diterima oleh PKP setelah 

melakukan pembelian BKP dan/atau JKP dari PKP lain. PPN yang telah dipungut 

oleh PKP penjual menjadi PPN Masukan oleh PKP pembeli yang dapat dijadikan 

kredit pajak jika nominal pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran untuk 

mengurangi pajak terutang yang harus dibayar. 

2. Faktur Pajak Keluaran merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah 

melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Penerbitan faktur pajak harus 

memperhatikan batas waktu, yaitu tiga bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat. 

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 1 Ayat 8 PMK Nomor 

243/PMK.03/2014). 

Kewajiban wajib pajak dalam hal pengisian SPT dimuat dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Pasal 2 Ayat 1 yaitu: “Setiap wajib pajak wajib 

mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani 

serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak”. Benar, lengkap, dan jelas dalam konteks ini adalah benar dalam 

menerapkan peraturan yang berlaku untuk melakukan perhitungan, lengkap karena 
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dalam pengisian SPT memuat seluruh objek pajak yang harus dilaporkan dan unsur-

unsur yang berkaitan, dan jelas dalam artian seluruh aspek yang dilaporkan dalam SPT 

harus jelas sumbernya. 

Tujuan utama dari pelaporan SPT adalah memastikan keterbukaan dan 

pertanggungjawaban dalam sistem perpajakan sehingga instansi pajak dapat 

mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Informasi yang dimuat dalam SPT sekurang-kurangnya adalah omset, laba bersih, 

penghasilan kena pajak, besaran pajak terutang, kredit pajak, dan pajak kurang/lebih 

bayar. Pelaporan SPT harus dilakukan dengan memperhatikan batas waktu sehingga di 

masa yang akan datang tidak timbul sanksi atau denda akibat dari keterlambatan 

pelaporan SPT. 

2.5.1 Jenis-Jenis SPT 

1. SPT Tahunan PPH merupakan SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian 

tahun pajak yang digunakan oleh orang pribadi dan badan untuk 

melaporkan penghasilan yang diperoleh di tahun pajak bersangkutan. 

2. SPT Masa merupakan SPT untuk suatu masa pajak sebagai bentuk 

laporan atas pajak yang telah dipotong atau dipungut setiap bulannya. SPT 

Masa terdiri dari: 

a. SPT Masa PPH 

a) Formulir 1721 untuk pelaporan PPh 21 

b) SPT Masa Unfifikasi untuk pelaporan PPh 23, PPh 4(2), PPh 22, 

dan PPh 15 

b. SPT Masa PPN menggunakan formulir 1111 

c. SPT Masa PPN bagi Pemungut menggunakan formulir 1107 PUT 

2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan 

surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan 

atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya 
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kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan (SE-39/PJ/2015). Penerbitan SP2DK sebagai salah satu bentuk 

pengawasan dalam pelaksanaan self assessment system dimaksudkan untuk 

menyeragamkan prosedur pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam 

rangka perluasan basis pajak, sehingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat 

dilakukan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 

mengoptimalkan penerimaan pajak. Penyampaian SP2DK kepada wajib pajak 

dilakukan  melalui dua cara yaitu mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak dan 

menyampaikan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan. Penentuan cara 

penyampaian SP2DK kepada wajib pajak merupakan kewenangan Kepala KPP dengan 

mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya. 

Wajib pajak memiliki waktu 14 hari sejak tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa 

ekspedisi, atau jasa kurir atau tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh KPP 

untuk memberikan tanggapan atas penerbitan SP2DK. Tanggapan oleh wajib pajak 

dapat dilakukan secara langsung, tanggapan tertulis, tidak memberikan tanggapan, dan 

SP2DK kembali pos. Apabila dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak memilih untuk 

tidak memberi tanggapan, Kepala KPP mempunyai wewenang untuk menentukan 

tindakan yaitu: 

1. Memberi perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

2. Melakukan kunjungan kepada wajib pajak 

3. Mengusulkan wajib pajak untuk diperiksa
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BAB 3 

KAJIAN STUDI KASUS 

3.1 Objek 

Objek dari studi kasus ini adalah SP2DK yang diterima oleh CV ABC pada tahun 

2023 atas data dan/atau informasi yang dilaporkan pada tahun 2019. Penerbitan SP2DK 

kepada CV ABC disebabkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data dan/atau 

informasi yang dilaporkan dengan yang sebenarnya.  

3.2 Waktu 

Waktu pelaksanaan penyusunan tugas akhir berlangsung selama enam bulan, 

dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Tahap awal dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah tahap mencari topik tugas akhir dan pengajuan judul 

kepada dosen pembimbing. Tahap selanjutnya adalah tahap mencari dan 

mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir, dan 

melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing. 

3.3 Metode Kajian 

Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan dengan  metode kajian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode kajian yang berfokus 

untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai sebuah masalah, situasi, dan 

kondisi (Sari, 2018:38). Data yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah 

data perusahaan CV ABC. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

melakukan pencarian sumber bacaan yang kredibel di laman internet, melakukan 

wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan dokumentasi untuk digunakan 

sebagai bahan pelaporan.
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pelaksanaan 

CV ABC merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis 

dan gambar. CV ABC beralamatkan di Jalan Raya Dr. Seotomo nomor 67, Turirejo, 

Lawang, Kabupaten Malang. CV ABC didirikan pada tahun 2019, dan sampai dengan 

tahun pajak 2023 CV ABC belum dikukuhkan menjadi PKP. CV ABC sebagai wajib 

pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak, dan 

melaporkan SPT. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan akan 

dilakukan oleh Account Representative (AR) untuk memastikan kebenaran dan 

ketepatan kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan self assessment system rawan 

terjadi ketidaksesuaian dan kesalahan. 

CV ABC menerima SP2DK pada tahun 2023 atas data dan/atau keterangan yang 

dilaporkan pada tahun 2019. Pokok masalah yang disebutkan dalam SP2DK tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. CV ABC memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dilaporkan 

dalam laporan keuangan dan tidak terdapat pembiayaan sewa atas penggunaannya 

dikarenakan status kepemilikan tanah yang tidak jelas, apakah milik pribadi atau 

merupakan aset sewa. Tahun 2019 aset tersebut juga dilakukan pembangunan yang 

tidak termasuk kegiatan membangun sehubungan dengan kegiatan usaha atau 

pekerjaan wajib pajak sehingga menjadi objek PPN 16C UU PPN. 

2. CV ABC melaporkan SPT Tahunan badan 2019 yang di dalamnya terdapat data 

pembelian sebesar Rp1.320.260.385 tetapi atas pembelian tersebut tidak terdapat 

data pajak masukan seperti yang dilaporkan CV ABC pda tahun 2020 dan 2021. 

CV ABC dituntut untuk menjelaskan rincian pembelian yang dilakukan selama 

tahun 2019 dengan disertai data pendukung. 

3. CV ABC hanya melaporkan pemotongan PPH Pasal 21 dalam SPT Masa PPh Pasal 

21 atas dua karyawan tetap di mana menurut pengamatan pihak KPP di lapangan 
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terdapat lebih dari dua karyawan yang bekerja. CV ABC diminta untuk melaporkan 

rincian gaji untuk karyawan yang bekerja di CV ABC baik karyawan tetap maupun 

karyawan tidak tetap. 

CV ABC memiliki waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan atas SP2DK yang 

diterimanya. Pihak KPP berhak menentukan satu dari tiga keputusan kepada CV ABC 

apabila tanggapan atas SP2DK tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 hari oleh CV 

ABC. Tiga keputusan yang dapat diberikan oleh pihak KPP adalah memberikan 

perpanjangan waktu, melakukan kunjungan, dan memberikan usulan untuk melakukan 

verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Penyebab Penerbitan SP2DK oleh KPP kepada CV ABC 

CV ABC menerima SP2DK pada tanggal 1 Agustus 2023 atas data dan/atau 

keterangan yang dilaporkan pada tahun 2019. Penerbitan SP2DK oleh KPP kepada 

CV ABC disebabkan oleh beberapa hal berikut. 

1. CV ABC memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dilaporkan 

dalam laporan keuangan. Penyebabnya adalah aset tersebut memiliki 

ketidakjelasan status kepemilikan, apakah milik pribadi atau merupakan aset 

sewa sehingga mengakibatkan tidak adanya pembiayaan sewa yang dilaporkan 

atas penggunaannya. Pada tahun 2019, aset tersebut juga mengalami 

pembangunan yang tidak termasuk kegiatan membangun terkait dengan 

kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak sehingga aset tersebut menjadi objek 

PPN 16C sesuai dengan UU PPN. 

2. CV ABC telah melaksanakan pelaporan SPT Tahunan Badan untuk tahun 2019 

yang mencantumkan total pembelian sebesar Rp1.320.260.385. Data 

pembelian tersebut tidak terdapat data pajak masukan seperti pada tahun pajak 

2020 dan 2021. CV ABC diminta untuk memberikan penjelasan mengenai 

rincian pembelian yang dilakukan selama tahun 2019 dengan menyertakan data 

pendukung yang relevan. 
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3. CV ABC mencantumkan pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 

21 hanya untuk dua karyawan tetap, meskipun dalam pengamatan langsung dari 

pihak KPP menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang bekerja di CV ABC 

melebihi dua orang. CV ABC diminta untuk menyajikan rincian gaji dari 

seluruh karyawan yang bekerja di CV ABC, termasuk karyawan tetap dan tidak 

tetap dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai 

pemotongan yang dilakukan. 

CV ABC sebagai pihak yang menerima SP2DK wajib memberikan tanggapan 

dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak SP2DK diterima atau sejak tanggal 

yang tertera pada SP2DK. Tanggapan atas SP2DK dapat dilakukan secara tatap 

muka langsung, tatap muka melalui audio visual, maupun tanggapan tertulis. 

4.2.2 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh CV ABC atas Terbitnya   

SP2DK 

CV ABC memberikan tanggapan atas SP2DK secara tertulis pada tanggal 24 

November 2023 dengan disertai lampiran dokumen pendukung untuk mendukung 

pernyataan yang termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan SP2DK. Tanggapan yang 

diberikan oleh CV ABC terkait dengan SP2DK yang diterbitkan oleh KPP adalah 

sebagai berikut. 

1. Terkait dengan sengketa aset yang tidak terdapat pembiayaan sewa, CV ABC 

mengakui adanya kelalaian yang dilakukan dengan tidak menjelaskan dan 

melaporkan status kepemilikan. CV ABC melampirkan surat perjanjian pinjam 

pakai sebagai bukti bahwa bangunan tersebut sepenuhnya adalah milik dari 

pengurus. Status bangunan tersebut adalah pinjam meminjam bangunan tanpa 

dikenakan biaya pinjam.  

Ibu YH selaku pihak pemberi pinjaman yang kemudian disebut sebagai pihak 

pertama meminjamkan bangunan tersebut untuk digunakan sebagai tempat 

kegiatan usaha kepada Bapak RH mewakili CV ABC yang kemudian disebut 

sebagai pihak kedua. Ibu YH selaku pemilik sah yang dalam kepengurusan CV 
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ABC merupakan sekutu pasif telah setuju untuk meminjamkan bangunan dalam 

jangka waktu tertentu tanpa memungut biaya pinjam. Bangunan tersebut telah 

dilengkapi dengan fasilitas berupa aliran listrik, air PAM, dan saluran nomor 

telepon. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan operasional yang terjadi 

selama pemakaian bangunan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua.  

CV ABC juga mengakui adanya kegiatan pembangunan berupa renovasi yang 

dilakukan terhadap bangunan tersebut. CV ABC melakukan perhitungan ulang 

terkait biaya-biaya yang dikeluarkan untuk renovasi mulai dari pembelian material, 

dan pembayaran tenaga kerja. CV ABC juga memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan penyetoran PPN KMS pada tanggal 29 November 2023 setelah 

melakukan perhitungan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan 

tarif PPN KMS yaitu sebesar dua persen seperti yang tercantum dalam PMK 

Nomor 163/PMK.03/2012. Tabel 4.1 merupakan rincian biaya renovasi yang 

dilakukan pada tahun 2019. 

Tabel 4.1 Rincian Biaya Renovasi 2019 

No Uraian 

Pekerjaan 

Vol Sat Harga Jumlah 

1 Besi beton 12 98,00 Ljr Rp98.000 Rp9.604.000 

2 Besi beton 10 67,00 Ljr Rp68.000 Rp4.556.000 

3 Besi beton 8 125,00 Ljr Rp44.000 Rp5.500.000 

4 Besi beton 6 78,00 Ljr Rp24.000 Rp1.872.000 

5 Bendrat 1,00 Roll Rp285.000 Rp285.000 

6 Paku 48,00 Kg Rp12.000 Rp576.000 

7 Kayu 4/6 1,80 M3 Rp2.100.000 Rp3.780.000 

8 Balok 2,10 M3 Rp2.300.000 Rp4.830.000 

9 Tripleks 30,00 Lbr Rp85.000 Rp2.550.000 

10 Bata merah 12400,00 Bh Rp700 Rp8.680.000 

11 Semen 285,00 Zak Rp41.000 Rp11.685.000 
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12 Pasir 19,00 Rit Rp1.300.000 Rp24.700.000 

13 Koral 9,00 Rit Rp1.900.000 Rp17.100.000 

14 Sirtu 18,00 Rit Rp600.000 Rp10.800.000 

15 Ctrus  77,00 Ljr Rp115.000 Rp8.855.000 

16 reng 90,00 Ljr Rp43.000 Rp3.870.000 

17 Mur baut 1,00 Dos Rp327.000 Rp327.000 

18 Atap Spandek 210,00 M Rp53.000 Rp11.130.000 

19 Atap bitumen 65,40 M2 Rp550.000 Rp35.970.000 

20 Hollow plafon 

2x 4 

285,00 Btg Rp19.500 Rp5.557.500 

21 gypsum 80,00 Lbr Rp49.000 Rp3.920.000 

22 Kornise 3,00 Zak Rp62.000 Rp186.000 

23 perban 5,00 Roll Rp12.000 Rp60.000 

24 Sekrup 1,00 Dos Rp620.000 Rp620.000 

25 Paku 2,00 Dos Rp17.500 Rp35.000 

26 Granite 80 x 80 149,00 Dos Rp249.600 Rp37.190.400 

27 Granite 60 x 60 17,00 Dos Rp122.400 Rp2.080.800 

28 granite lantai 

KM 60 x 60 

4,00 Dos Rp158.400 Rp633.600 

29 wastafel + 

Aksesoris 

1,00 Unit Rp850.000 Rp850.000 

30  kloset jongkok 1,00 Bh Rp385.000 Rp385.000 

31 avour lantai  1,00 Bh Rp80.000 Rp80.000 

32 kran dinding 1,00 Bh Rp120.000 Rp120.000 

33 Precast botol2an 80,00 Bh Rp40.000 Rp3.200.000 

34 Pintu dan 

jendela 

aluminium 

1,00 Ls Rp27.800.000 Rp27.800.000 
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35 Cat catylac 8,00 Pail Rp590.000 Rp4.720.000 

36 Nodrop 3,00 Pail Rp1.100.000 Rp3.300.000 

37 Pipa PVC 1/2" 20,00 Ljr Rp28.000 Rp560.000 

38 Pipa PVC 3" 4,00 Ljr Rp114.000 Rp456.000 

39 Pipa PVC 4" 15,00 Ljr Rp183.000 Rp2.745.000 

40 Lem Pvc 3,00 Klg Rp60.000 Rp180.000 

41 Pipa 20 mm 125,00 Ljr Rp12.000 Rp1.500.000 

42 Kabel NYA 1.5 36,00 Roll Rp230.000 Rp8.280.000 

43 Kabel NYA 2.5 18,00 Roll Rp483.000 Rp8.694.000 

44 Kabel NYY 4 x 

6 

20,00 M Rp118.000 Rp2.360.000 

45 Downlight 130,00 Bh Rp25.000 Rp3.250.000 

46 Lampu LED 130,00 Bh Rp36.000 Rp4.680.000 

47 Lampu kap jalan 2,00 bh Rp320.000 Rp640.000 

48 Panel + MCB 1,00 Ls Rp3.200.000 Rp3.200.000 

49 Kabel BC 20,00 M Rp70.000 Rp1.400.000 

50 Penangkal petir 1,00 Bh Rp283.000 Rp283.000 

51 Pintu harmonika 24,70 M2 Rp850.000 Rp20.995.000 

52 Paving 59,00 M2 Rp65.000 Rp3.835.000 

53 pagar 21,00 M2 Rp550.000 Rp11.550.000 

54 Upah tenaga 

kerja 

1,00 Ls Rp143.000.000 Rp143.000.000 

TOTAL RENOVASI Rp475.016.300 

Sumber: Data olahan penulis, 2024 

Perhitungan PPN KMS  

= 2% × DPP 

= 2% × Rp475.016.300 

= Rp9.500.326 
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Dapat disimpulkan bahwa dari total biaya yang dikeluarkan CV ABC untuk 

melakukan renovasi sebesar Rp475.016.300, maka total PPN KMS yang harus 

disetor CV ABC adalah sebesar Rp9.500.326 

2. Terkait dengan sengketa mengenai adanya data pembelian yang tidak terdapat 

faktur pajak masukan yang dilaporkan, CV ABC memberikan penjelasan 

dengan disertai data pendukung berupa data pembelian yang dilakukan selama 

2019. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pendirian CV ABC di mana semua 

data pembelian merupakan pembelian Non PKP sehingga atas transaksi 

pembelian tersebut tidak mendapatkan faktur pajak masukan. Pembelian Non 

PKP merupakan pembelian yang dilakukan oleh CV ABC dengan lawan 

transaksinya yang bukan merupakan PKP sehingga penjual tidak timbul 

kewajiban untuk memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.  

3. Terkait dengan sengketa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang melewatkan 

karyawannya untuk dilaporkan, CV ABC memberikan penjelasan dengan 

disertai data pendukung berupa rincian gaji yang sebenarnya pada tahun 2019. 

Kewajiban melaporkan SPT Masa PPh 21 adalah untuk memastikan bahwa CV 

ABC sebagai pemotong PPh 21 telah melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan baik mulai dari memotong, menyetor, dan melaporkan. CV ABC 

sebagai pihak pemberi kerja wajib memotong penghasilan yang diterima oleh 

karyawan. CV ABC menjelaskan bahwa pada SPT Masa PPh 21 memang hanya 

terdapat dua karyawan. Tahun 2019 merupakan langkah awal untuk perjalanan 

bisnis CV ABC sehingga memerlukan adanya penyesuaian kondisi awal 

perusahaan terkait jumlah karyawan. Tahun-tahun setelahnya seiring dengan 

perkembangan CV ABC dan sistem operasional, jumlah karyawan juga turut 

bertambah. Tabel 4.2 merupakan rincian gaji karyawan CV ABC tahun 2019. 

Tabel 4.2 Rincian Gaji Karyawan Tahun 2019 

NO Nama N.I.K Status 
Gaji Pokok Total Gaji 

Juni-Desember 2019 

1 A 352 211 5 
Belum 

menikah Rp1.200.000  

   

Rp8.400.000  
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2 B 351 713 7 
Belum 

Menikah 

                        

Rp1.000.000  

   

Rp7.000.000  

TOTAL GAJI 2019 2 KARYAWAN 
 

Rp15.400.000  

 Sumber: Data olahan penulis, 2024 

4.3 Solusi  

Tindakan yang dapat dilakukan oleh CV ABC berdasarkan SP2DK yang diterbitkan 

adalah meninjau dan memahami penyebab di balik penerbitan SP2DK. CV ABC wajib 

menyetorkan dan melaporkan PPN KMS yang sebelumnya terlewat untuk perhitungan 

dan pelaporannya. Memastikan data karyawan baik karyawan tetap maupun tidak tetap 

agar selalu update dan seluruh karyawan telah terekam sehingga tidak terjadi lagi 

terlewatnya pelaporan PPh Pasal 21. Solusi jika menerima SP2DK dari KPP adalah 

membaca dan memahami isi yang tertuang dalam SP2DK tersebut untuk menentukan 

tindakan korektif, menyiapkan surat tanggapan dan bukti pendukung terkait dengan 

hal-hal yang ingin dikonfirmasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pembahasan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

1. CV ABC merupakan wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer, 

bergerak di bidang perdagangan alat tulis dan gambar. CV ABC menerima SP2DK 

pada tahun 2023. Indikasi yang terdapat dalam surat tersebut adalah adanya aktiva 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak diakui dan tidak terdapat penggunaan 

sewa, pelaporan pembelian yang tidak terdapat data pajak masukan, dan kurangnya 

pelaporan gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21. 

2. CV ABC memberikan tanggapan atas penerbitan SP2DK pada tanggal 24 

November 2023 secara tertulis dengan melampirkan data pendukung. CV ABC 

melampirkan surat perjanjian pinjam pakai dan menyetorkan PPN KMS atas 

renovasi yang dilakukan pada tahun 2019, melampirkan rincian pembelian yang 

dilakukan selama 2019, dan melampirkan rincian gaji karyawan tahun 2019. 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang dialami oleh CV ABC 

adalah sebagai berikut. 

1. CV ABC melakukan perhitungan dan penyetoran PPN KMS atas renovasi yang 

dilakukan terhadap bangunan yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan 

usaha. 

2. CV ABC lebih teliti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti 

menghitung dan melaporkan penghasilan dengan memerhatikan peraturan 

perpajakan yang berlaku dan terbaru.
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Lampiran 2 

Berita Acara Pelaksanaan SP2DK 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Bukti bayar PPN KMS 
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Lampiran 5 

Rekap Pembelian Tahun 2019 
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Lampiran 6 

SPT Tahunan Badan Tahun 2019 
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